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Abstract 
 
In 1999-2002, most of regions have a specific pattern in efficiency. This depends on 
characteristics of the regions. The greatest different among of regions is fiscal capacity. 
Using Data Envelopment Analysis, performance of fiscal policy can be measured. Some 
variables that used are General Transfer (DAU), Routine Expenditure, Expenditure for 
Transportation, Local Tax, and Local User Charge. 
This study found, there are two regions that achieve best performance. They are 
DKI Jakarta and East Java. These regions are not only efficient but also consistent. Most of 
efficient region will be a benchmark to the others. On the other hand, each region that is 
inefficient has different source of inefficiency. Some of them are inefficient in DAU, 
expenditure, local tax and user charge. 
The pattern of fiscal capacity and fiscal policy performance indicate that there is a 
regional development gap in Indonesia. Bali and Java have better performance relative to 
the others. Because of specific characteristic of region, it is important to make a specific ap-
proach for each region. 
  
Keywords: Fiscal Capacity, Fiscal Policy Performance, DEA. 
 
PENDAHULUAN 
Otonomi daerah mendorong daerah 
mengoptimalkan kapasitas fiskalnya. Tujuan 
utamanya adalah pembiayaan pembagunan 
daerah. Seringkali upaya optimalisasi pene-
rimaan ini tidak diimbangi dengan pertim-
bangan-pertimbangan lebih lanjut. Misalnya, 
pengaruh penambahan suatu jenis pajak dan 
retribusi baru terhadap sektor riil. Artinya, 
diperlukan sensitivitas yang tinggi dari pe-
merintah daerah dalam semua upaya men-
dongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).   
Saad (2001) dan Lewis (2001) telah 
mengamati perilaku pemerintah daerah 
dalam mengoptimalkan PAD. Ada indikasi 
bahwa setelah diberlakukannya Undang-
undang No. 22 dan No.25 Tahun 1999, 
daerah semakin intensif melakukan pungu-
tan baru. Ini juga sejalan dengan temuan 
Komisi Pemantau Pelaksanaan Otonomi 
Daerah (KPPOD) yang melakukan rekapitu-
lasi jumlah Peraturan Daerah (Perda) setelah 
penerapan otonomi daerah. KPPOD mene-
mukan penambahan yang signifikan pada 
jumlah Perda yang terkait dengan berbagai 
pajak dan pungutan.  
Hingga saat ini, pajak dan retribusi 
masih menjadi andalan pemerintah untuk 
meningkatkan PAD. Di banyak daerah, 
kontribusi pajak dan retribusi daerah bisa 
mencapai lebih dari 50 persen dari PAD. 
Tidak mengherankan mengapa kemudian 
pemerintah daerah sangat tertarik pada dua 
komponen tersebut. Ketertarikan tersebut 
kemudian diwujudkan dalam bentuk intensi-
fikasi dan ekstensifikasi pungutan.   
Upaya peningkatan PAD hingga saat 
ini masih jauh dari optimal dan proporsinya 
masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan 
struktur pengeluaran. Dana Alokasi Umum 
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masih menjadi andalan utama pembiayaan 
pembangunan. Di awal pelaksanaan otonomi 
daerah, belum ada perbedaan yang mendasar 
dengan pra-otonomi. Kedua periode ini ter-
lihat masih sangat bergantung pada transfer 
pemerintah pusat. Temuan Indonesia Forum 
dan Usaid (2000) untuk wilayah Jawa 
Tengah juga menunjukkan bahwa pada awal 
pelaksanaan otda, struktur penerimaan pe-
merintah masih akan didominasi oleh trans-
fer pemerintah pusat. Pada perkembangan-
nya akan sangat dibutuhkan pemantauan 
kinerja keuangan daerah.  
Salah satu teknik pengukuran kinerja 
yang banyak digunakan adalah Data Envel-
opment Analysis (DEA). Pada awalnya, 
DEA banyak digunakan pada manajemen 
dan selanjutnya dikembangkan pula pada 
manajemen sektor publik (rumah sakit, pusat 
layanan kesehatan, pasar, pemerintah 
daerah, lembaga pemerintah, sekolah, dan 
lainnya). Pengembangannya didasarkan 
pada programasi linear didasarkan pada 
pengukuran kinerja relatif antar unit 
kegiatan ekonomi. (UKE). Kelebihannya 
antara lain; pertama, dapat mengakomodasi 
banyak (multiple) input dan output. Hal ini 
tidak dapat dijawab oleh teknik pengukuran 
kinerja lainnya seperti rasio dan ekono-
metrika. Kedua, pengukuran efisiensi bersi-
fat relatif sehingga dapat membandingkan 
kinerja suatu UKE dengan UKE lainnya. 
Ketiga, tidak membutuhkan variabel harga 
yang sulit ditemukan pada sektor publik. 
Meskipun demikian, teknik ini juga 
memiliki beberapa kelemahan yakni sensitif 
dengan adanya nilai ekstrim sehingga perlu 
kehati-hatian ekstra ketika memilih variabel 
dan UKE. Karenanya, peneliti harus 
memiliki informasi yang baik terhadap 
perilaku variabel dan UKE. 
Pengukuran kinerja kebijakan fiskal 
daerah pada studi ini menggunakan lima 
variabel (DAU, Belanja Rutin, Pengeluaran 
untuk Transportasi, Pajak, dan Retribusi). 
Wilayah yang diamati mencakup 26 propinsi 
pada empat periode (1999-2002). Analisis 
ini melibatkan banyak wilayah yang mem-
punyai kapasitas yang berbeda, khususnya 
perbedaan kapasitas fiskal. Untuk itu, di-
lakukan penghitungan nilai riil dengan 
membagi setiap variabel dengan inflasi (de-
flator). Variabel-variabel dalam nilai ril ini 
dianggap akan lebih mewakili perilaku 
daerah sebenarnya. 
 
KEBIJAKAN DAN KAPASITAS FISKAL 
Kebijakan disuatu daerah bisa mem-
punyai konsekuensi jangka pendek dan 
jangka panjang. Suatu kebijakan publik 
mestinya lebih banyak diarahkan pada upaya 
pencapaian utilitas tertinggi dari masyarakat. 
Pada pelaksanaannya banyak sekali yang 
menjadi hambatan antara lain anggaran yang 
terbatas. Penerimaan suatu daerah malah 
seringkali tidak dapat menutup pos penge-
luaran sekalipun belanja rutin. Kesulitan ini 
bertambah manakala pemerintah daerah ber-
hadapan dengan perubahan kebijakan. Tidak 
dapat dipungkiri kemudian kekuatan kom-
promi politik kemudian menentukan arah 
kebijakan. Salah satu imbas yang dirasakan 
daerah adalah adanya perubahan perundang-
undangan. Secara teoritis adanya perubahan 
itu bisa dibuat skim pelaksanaan dengan 
baik. Namun, pada praktek di dunia nyata 
hal ini tidak mudah dilakukan. Banyak hal 
yang menjadi pertimbangan yakni antara 
lain; pertama, penyamaan persepsi antara 
pemerintah daerah terhadap peraturan baru. 
Kedua, jangka waktu penyesuaian karena 
ritme kerja yang telah terpola. Ketiga, kesia-
pan aparat termasuk kesiapan secara mental 
(psikis). Keempat, pendanaan sosialisasi dan 
komunikasi. Ini sangat diperlukan apalagi 
jika menyangkut dengan pungutan. 
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Tabel 1. Kapasitas Fiskal* Daerah di Indonesia, 1999-2002 
 
Tahun 
No. Propinsi 
1999 2000 2001 2002 Rata-rata 
Varians 
1 N. Aceh Darussalam 33,99 36,71 18,17 18,98 26,96 1,67 
2 Sumatera Utara 92,76 116,17 67,34 71,48 86,94 95,12 
3 Sumatera Barat 56,28 75,80 54,43 59,42 61,48 503,90 
4 Riau 60,14 60,45 75,15 61,29 64,25 95,32 
5 Jambi 54,58 69,05 50,21 38,69 53,13 52,96 
6 Sumatera Selatan 60,52 51,93 53,51 47,07 53,26 157,53 
7 Bengkulu 32,96 33,26 22,36 17,73 26,58 30,97 
8 Lampung 56,11 67,28 63,17 46,81 58,34 60,49 
9 DKI Jakarta 68,84 111,15 78,17 88,73 86,72 80,38 
10 Jawa Barat 70,58 91,82 78,81 80,64 80,46 331,28 
11 Jawa Tengah 59,33 87,34 73,90 69,24 72,45 76,48 
12 DI Jogjakarta 55,65 78,19 51,74 47,17 58,19 135,42 
13 Jawa Timur 129,80 203,13 188,67 107,88 157,37 189,79 
14 Kalimantan Barat 56,20 55,21 44,71 43,14 49,81 2094,51 
15 Kalimantan Tengah 21,06 28,01 21,73 23,62 23,60 46,83 
16 Kalimantan Selatan 38,76 49,06 46,33 47,31 45,37 9,79 
17 Kalimantan Timur 23,20 35,12 24,71 30,33 28,34 20,67 
18 Sulawesi Utara 30,73 51,49 33,12 29,23 36,14 29,84 
19 Sulawesi  Tengah 51,08 44,64 32,35 25,79 38,47 107,21 
20 Sulawesi  Selatan 56,70 79,97 61,44 57,12 63,81 131,78 
21 Sulawesi  Tenggara 27,45 26,27 22,17 25,93 25,45 120,70 
22 Bali 156,85 181,10 107,33 86,43 132,93 5,22 
23 Nusa Tenggara Barat 59,94 43,42 30,46 37,16 42,74 1903,45 
24 Nusa Tenggara Timur 33,00 32,59 27,40 18,90 27,97 159,34 
25 Maluku 28,29 30,74 9,67 8,02 19,18 43,10 
26 Papua 12,23 9,78 11,52 7,47 10,25 143,88 
 Sumber: Statistik Keuangan Daerah Propinsi, 1999-2002, diolah 
* : kapasitas fiskal diukur dengan rasio PAD terhadap Belanja Rutin di masing-masing propinsi. 
  
Tabel 1 menunjukkan kapasitas fiskal 
daerah yang beragam di 26 propinsi di Indo-
nesia. Hanya ada 2 daerah yang relatif kon-
sisten memiliki kapasitas fiskal lebih besar 
dari 100 yakni Jawa Timur dan Bali. Selama 
periode 1999-2002 rata-rata pencapaian 
kapasitas fiskal kedua daerah ini masing-
masing 157,37 dan 132,93 persen. Artinya 
kedua daerah ini memiliki sumber “surplus” 
untuk mendanai belanja rutin. Dengan kata 
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lain, Jawa Timur dan Bali sudah mampu 
membiayai belanja rutin dari PAD.  
Tabel 1 juga mengindikasikan adanya 
kesenjangan kapasitas fiskal yang cukup 
parah antar daerah. Di Sumatera misalnya, 
hanya Sumatera Utara yang memiliki 
kapasitas fiskal lebih dari 80 persen. Di lain 
pihak, kapasitas fiskal di Jawa relatif lebih 
merata (kecuali Jogjakarta). Bandingkan 
dengan pencapaian kapasitas fiskal di Kali-
mantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. 
Bahkan di daerah yang terkenal memiliki 
sumber daya alam melimpah seperti Riau 
dan Kalimantan Timur, pencapaian kapasi-
tas fiskal tergolong rendah. Kondisi ini 
mengindikasikan bahwa daerah-daerah di 
Indonesia banyak bergantung pada “faktor 
pemberian alam”. Selain itu, eksplorasi 
sumber daya alam di daerah justru banyak 
menyumbang pada penerimaan pungutan 
pusat sehingga tidak memberi implikasi 
langsung pada PAD. 
 
TEKNIK PENGUKURAN KINERJA: 
DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) 
Data Envelopment Analysis (DEA) 
merupakan teknik programasi linear yang 
membandingkan berbagai input dan output 
dari masing-masing unit kegiatan ekonomi 
(UKE) dan memilih unit-unit yang relatif 
efisien terhadap unit-unit lainnya. Jadi, 
masing-masing unit kemudian menjadi refe-
rensi bagi kinerja unit-unit lainnya. Selan-
jutnya dilakukan pembobotan dengan DEA. 
 Metode ini dikenalkan oleh Charnes, 
Cooper dan Rhodes (1978) untuk mengatasi 
kesulitan pengukuran efisiensi relatif dengan 
keberadaan multiple input dan output. 
Selanjutnya input dan output ditransformasi 
dalam bentuk tunggal. Kinerja dalam hal ini 
diartikan sebagai efisiensi relatif. Sebuah 
UKE dikategorikan mencapai efisiensi 
dalam model ini diartikan sebagai UKE 
yang mampu mengoptimalkan tiga sumber 
daya (DAU, Belanja Rutin, dan Pengeluaran 
Transportasi) untuk mencapai pajak dan 
retribusi daerah yang optimal. 
Kriteria efisiensi pada suatu UKE 
terkait dengan tujuannya. UKE yang ber-
orientasi pada laba akan berbeda tujuannya 
dengan UKE yang berorientasi pada maksi-
masi utilitas (sektor publik). Pengukuran 
kinerja kebijakan fiskal juga memiliki ciri 
yang spesifik. Pada sektor publik mengatasi 
sumber inefisiensi tidak bisa sefleksibel 
sektor swasta. Banyak variabel sudah bersi-
fat “given”. Misalnya, anggaran daerah 
biasanya sudah tertentu dan sulit diinter-
vensi. Informasi inefisiensi dapat digunakan 
pada pola anggaran berikutnya dengan ber-
bagai pertimbangan. 
Pengukuran biasa terhadap efisiensi 
relatif dapat dinyatakan sebagai berikut: 
DibobotyangInputJumlah
DibobotyangOutputJumlah 
Efisiensi
Fiskal
Kebijakan  
 yang dapat ditulis dengan notasi berikut: 
njn2j21j1
njn2j21j1
yv.......yvxv
yu.......yuyu


Fiskal
KebijakanEfisiensi
jDaerahdi
 
dimana:  
u1 = bobot untuk ouput 1 
y1j  = jumlah output 1 dari unit j 
V1 = bobot untuk input 1 
X1j = jumlah input 1 untuk unit j 
 
Bobot unit kegiatan ekonomi (UKE) 
yang didefenisikan mencapai efisiensi teknis 
adalah 1 (satu), sementara UKE yang tidak 
terletak pada frontier efisien ditandai dengan 
pencapaian bobot kurang dari 1 (satu) 
namun lebih besar dari 0 (nol). Semakin 
rendah angka yang dicapai, maka semakin 
tinggi tingkat inefisiensi. Solusi optimasi 
untuk memperoleh efisiensi relatif 
ditunjukkan oleh model aljabar sebagai 
berikut:  
Maksimasi efisiensi Daerah  j0, 
Dengan kendala seluruh unit adalah   1 
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Model DEA diatas harus diubah dalam 
bentuk linear sehingga metode linear 
programming dapat diterapkan. Bentuk 
programasinya adalah berikut: 

r
rjr0 0YuhnMaksimumka  
n1,2,....,j0XvYu:Kendala
i
iji
r
rjr 
1Xv ij
i
i   
rY (r=1,2...) adalah berbagai output yang 
dihasilkan, X (i=1,2....) adalah berbagai 
input yang digunakan, ru  dan iv  adalah 
bobot yang diperoleh dari proses maksimasi. 
Bobot efisiensi yang diperoleh oleh 
wilayah yang efisien akan dijadikan re-
ferensi oleh wilayah lain yang inefisien 
dengan memanfaatkan shadow price. Secara 
grafis dapat dilihat pada gambar 1. 
Gambar 1 menunjukkan beberapa 
daerah yakni P1, P2,..., P6 dengan masing-
masing daerah menggunakan sejumlah sum-
ber daya sebagai input. Daerah yang 
menunjukkan penggunaan jumlah input 
yang lebih besar dan menghasilkan jumlah 
output yang berbeda ditunjukkan oleh y1 
dan y2. Untuk sejumlah input tertentu, 
daerah yang menghasilkan output lebih 
besar dikatakan efisien. Penerapan model 
DEA untuk unit set di atas mengidentifika-
sikan daerah P1, P2, P3, dan P4 efisien dan 
membentuk suatu envelope. Sementara 
daerah P5 dan P6 yang terletak didalam 
envelope dikatakan inefisien. Kemudian 
data envelope dihubungkan dengan garis 
P1y2' dan P4y1. 
 
Gambar 1. 
Kinerja Kebijakan Fiskal dengan Pendekatan Grafis 








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Untuk unit P5 peer group memuat P1 
dan P2 sehingga set target P5 adalah P5'. 
Target-target ini dicapai dengan kenaikan 
rata-rata input dan output unit P5. Terdapat 
pula target lain yang mungkin untuk P5.  
Target ini berfungsi sebagai kontrol 
jika pada tingkat output y2 tidak dapat di-
naikkan untuk P5 kemudian target P5" di-
susun. Ini akan menyebabkan kenaikan out-
put y1. P6' dibentuk dari set target P6. P6' 
didominasi oleh P4 yang memproduksi 
jumlah output y1 namun output y2 lebih 
banyak. Pada kasus tersebut, kenaikan rata- 
rata perlu diterapkan oleh suatu kenaikan 
output y2, sehingga ditemukan target efisien. 
Set target P5 dapat dicapai dari bobot rata-
rata dari peers unit P1 dan P2. Kemudian P5 
dapat disebut sebagai unit komposit yang 
membuat rata-rata tertimbang dari peers unit 
dan susunan unit komposit ini mengacu pada 
suatu target unit inefisien. 
 
KINERJA KEBIJAKAN FISKAL DAERAH 
Kebijakan fiskal disini diartikan se-
bagai kegiatan pemerintah dalam pengelo-
laan keuangan daerahnya. Terdapat dua 
komponen yang diamati yakni struktur pene-
rimaan dan struktur belanja. Variabel ter-
pilih didasarkan pada besarnya peranan ter-
hadap kapasitas fiskal daerah dan kedekatan 
hubungan antar variabel. Artinya, variabel 
input dianggap sangat erat kaitannya dengan 
pencapaian variabel output.  
Variabel yang dikategorikan sebagai 
variabel input adalah: 
1. Dana Alokasi Umum (DAU) yang se-
ring disebut dengan General Purpose 
Grant. Variabel ini digunakan sebagai 
indikator penerimaan di daerah yang 
mempunyai kontribusi penting dalam 
pembangunan.   
2. Belanja Rutin: sebagai alokasi anggaran 
terbesar di daerah yang juga digunakan 
sebagai proksi terhadap penggunaan 
sumber daya manusia di daerah. 
3. Pengeluaran Transportasi: sebagai 
proksi terhadap perhatian pemerintah 
terhadap keberadaan infrastruktur. 
Pengeluaran untuk sektor ini dapat di-
kategorikan sebagai belanja pemba-
ngunan terbesar di daerah. 
Selanjutnya, disusun pula dua varia-
bel output  yakni pajak dan retribusi daerah. 
Variabel ini dijadikan variabel output 
mengingat pentingnya peranan kedua pene-
rimaan ini pada perekonomian dan kapasitas 
fiskal daerah.  
Pengukuran efisiensi didasarkan pada 
pengembangan programasi linear pada em-
pat titik pengamatan (1999-2002). Pemilihan 
periode ini didasarkan pada pengamatan 
perilaku efisiensi kebijakan fiskal periode 
krisis. 
Persamaan programasi linear dalam 
model ini diuraikan berikut: 
 
Maksimumkan ZNAD99  = 10.900,38 PAJAK + 622,98 RETRIBUSI 
Kendala: 
(1) NAD99: 10.900,38 PAJAK + 622,98 RETRIBUSI – 80.450,60 DAU –35.608,88 BRUTIN -  
16.449,86TRANSP ≤0 
(2) SUMUT’99: 60.897,53 PAJAK + 2.636,46 RETRIBUSI – 91.455,95 DAU  - 74.779,45 BRUTIN – 14.546,55 
TR ≤0 
(3) SUMBAR’99: 18.160,82 PAJAK + 897,51 RETRIBUSI –58.167,44 DAU – 39.663,12 BRUTIN – 6.974,5 
TRANSP ≤0 
.. 
.. 
(26) PAPUA’99: 9.772,87 PAJAK + 822,98 RETRIBUSI – 179.352,18 DAU – 118.062,58 BRUTIN – 4.589,12 
TRANSP ≤0 
(27) 80.450,60 DAU + 35.608,88 BRUTIN +  16.449,86TRANSP =100 
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Tabel 2. Kinerja Keuangan Daerah Propinsi di Indonesia, 1999-2002 
(dalam persen) 
 
Tahun No. Propinsi 1999 2000 2001 2002 Rata-rata 
1. N. Aceh Darussalam 27,59 19,19 19,34 20,50 21,66 
2. Sumatera Utara 73,40 63,28 49,97 100 71,66 
3. Sumatera Barat 41,27 37,07 33,87 100 53,05 
4. Riau 42,64 31,41 38,20 51,06 40,83 
5. Jambi 49,67 34,58 43,10 76,37 50,93 
6. Sumatera Selatan 48,72 27,32 33,23 36,67 36,49 
7. Bengkulu 89,22 39,57 85,75 67,31 70,46 
8. Lampung 85,80 48,19 100 59,66 73,41 
9. DKI Jakarta 100 100 100 100 100 
10. Jawa Barat 76,11 57,15 68,48 86,15 71,97 
11. Jawa Tengah 93,13 66,62 100 100 89,94 
12. DI Jogjakarta 54,27 67,47 100 60,11 70,46 
13. Jawa Timur 100 100 100 100 100 
14. Kalimantan Barat 58,56 28,25 38,79 53,18 44,70 
15. Kalimantan Tengah 17,98 13,38 21,88 25,51 19,69 
16. Kalimantan Selatan 54,42 20,70 46,17 46,21 41,88 
17. Kalimantan Timur 63,85 40,52 62,16 53,70 55,06 
18. Sulawesi Utara 21,36 26,70 49,17 35,08 33,08 
19. Sulawesi  Tengah 38,86 21,88 45,46 51,31 39,38 
20. Sulawesi  Selatan 48,72 38,27 53,41 81,15 55,39 
21. Sulawesi  Tenggara 12,80 10,57 23,64 28,13 18,79 
22. Bali 100 78,15 61,34 78,60 79,52 
23. Nusa Tenggara Barat 73,26 41,43 57,33 100 68,01 
24. Nusa Tenggara Timur 100 60,25 92,86 95,32 87,11 
25. Maluku 56,27 6,34 9,14 6,26 19,50 
26. Papua 15,78 6,47 20,46 7,30 12,50 
Sumber: Statistik Keuangan Daerah, diolah. 
 
Hasil perhitungan dengan teknik Data 
Envelopment Analysis dapat dilihat dari Tabel 
2. Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat dua 
wilayah yang mencapai efisiensi terbaik 
yakni DKI Jakarta dan Jawa Timur. Kedua 
wilayah ini dikategorikan sebagai wilayah 
yang mampu memanfaatkan sumber daya 
keuangan daerah dengan optimal. Hasilnya, 
pada empat periode efisiensi kebijakan fis-
kalnya mencapai 100 persen dibanding de-
ngan wilayah-wilayah lain di Indonesia. 
Dengan catatan, tolak ukur keberhasilannya 
adalah kemampuan mengoptimalkan pene-
rimaan pajak dan retribusi. DKI Jakarta dan 
Jawa Timur juga menjadi wilayah yang kon-
sisten mencapai efisiensi terbaik. 
Ada juga wilayah yang mencapai 
efisiensi yang baik, namun tidak konsisten 
seperti wilayah; Sumatera Utara, Sumatera 
Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Di wilayah 
ini, bobot efisiensi relatif berfluktuasi. Se-
banyak 23 wilayah (88,46 persen) mem-
punyai bobot di bawah 80 persen dan 42,31 
persen diantaranya hanya mencapai efisiensi 
di bawah 50 persen. Wilayah-wilayah yang 
memiliki konflik internal juga cenderung 
memiliki efisiensi yang rendah. Daerah itu 
adalah; Papua, Maluku, Kalimantan Tengah, 
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dan Nangro Aceh Darussalam (NAD). 
Keempat wilayah ini teridentifikasi sebagai 
wilayah yang mencapai efisiensi terendah 
pada periode pengamatan. 
Kondisi ini cukup memprihatinkan 
mengingat pajak dan retribusi merupakan 
sumber penting terhadap penerimaan Penda-
patan Asli Daerah (PAD). Kesenjangan pen-
capaian efisiensi kebijakan fiskal ini juga 
merupakan gambaran kesenjangan kemam-
puan pengelolaan keuangan daerah dan ke-
senjangan sumber daya antar wilayah. Ini 
dapat dilihat dari identifikasi sumber inefi-
siensi di masing-masing wilayah yang cukup 
beragam. Ada wilayah yang inefisien pada 
variabel input, namun banyak pula yang 
inefisien pada variabel output. Hasil identi-
fikasi sumber inefisiensi dapat dilihat pada 
Tabel 3. 
 
Tabel 3. Sumber Inefisiensi Dominan* pada Kebijakan Fiskal Daerah Propinsi  
di Indonesia, 1999-2002 
 
Sumber Inefisiensi 
NO. Propinsi 
1999 2000 2001 2002 
1 NAD DAU,BRUTIN, TRANSP 
DAU, 
BRUTIN,TRANSP, 
RETRIBUSI 
DAU,BRUTIN, 
TRANSP 
DAU,BRUTIN, 
TRANSP 
2 Sumatera Utara TRANSP TRANSP,RETRIB - - 
3 Sumatera Barat DAU DAU,TRANSP, RETRIB DAU - 
4 Riau DAU,TRANSP, RETRIB 
DAU,BRUTIN, 
TRANSP,RETRIB TRANSP,RETRIB TRANSP,RETRIB 
5 Jambi DAU,TRANSP DAU,BRUTIN DAU - 
6 Sumatera Selatan DAU,TRANSP, RETRIB TRANSP,RETRIB 
DAU,BRUTIN, 
TRANSP,RETRIB TRANSP,RETRIB 
7 Bengkulu PAJAK DAU,TRANSP, PAJAK DAU,PAJAK - 
8 Lampung - DAU,TRANSP - DAU,TRANSP 
9 DKI Jakarta - - - - 
10 Jawa Barat RETRIB RETRIB RETRIB RETRIB 
11 Jawa Tengah PAJAK - - - 
12 DI Jogjakarta DAU DAU,RETRIB - DAU 
13 Jawa Timur - - - - 
14 Kalimantan Barat - DAU,TRANSP, RETRIB DAU DAU,TRANSP 
15 Kalimantan Tengah DAU,BRUTIN, TRANSP 
DAU,BRUTIN, 
TRANSP,RETRIB 
DAU,BRUTIN, 
TRANSP 
DAU,BRUTIN, 
TRANSP 
16 Kalimantan Selatan PAJAK DAU,BRUTIN, TRANSP TRANSP DAU,TRANSP 
17 Kalimantan Timur PAJAK DAU,TRANSP, PAJAK TRANSP,PAJAK TRANSP,PAJAK 
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Sumber Inefisiensi 
NO. Propinsi 
1999 2000 2001 2002 
18 Sulawesi Utara DAU,BRUTIN, TRANSP,RETRIB 
DAU,BRUTIN, 
TRANSP,RETRIB - DAU 
19 Sulawesi  Tengah DAU,TRANSP DAU,BRUTIN, TRANSP - DAU 
20 Sulawesi  Selatan - DAU,TRANSP - DAU 
21 Sulawesi  Tenggara DAU,BRUTIN, TRANSP 
DAU,BRUTIN, 
TRANSP 
DAU,BRUTIN, 
TRANSP 
DAU,BRUTIN, 
TRANSP 
22 Bali - RETRIB RETRIB RETRIB 
23 Nusa Tenggara Barat - DAU,TRANSP, PAJAK - - 
24 Nusa Tenggara Timur - DAU,TRANSP, PAJAK PAJAK - 
25 Maluku TRANSP DAU,BRUTIN, TRANSP,PAJAK 
DAU,BRUTIN, 
TRANSP,PAJAK 
DAU,BRUTIN, 
TRANSP 
26 Papua  DAU,BRUTIN, TRANSP,PAJAK 
DAU,BRUTIN, 
TRANSP 
DAU,BRUTIN, 
TRANSP 
Sumber: Statistik Keuangan Daerah, diolah 
Catatan: 
* : diasumsikan bahwa inefisiensi dominan sebagai pemanfaatan sumber daya kurang dari 
50 persen. 
DAU : Dana Alokasi Umum  
BRUTIN  : Belanja Rutin  
TRANSP : Pengeluaran untuk Transportasi 
PAJAK  : Penerimaan Pajak Daerah  
RETRIB  : Penerimaan Retribusi Daerah 
 
 Tabel 3 menunjukkan masing-
masing daerah  kadangkala membentuk pola 
efisiensi tersendiri. Ada kecenderungan 
munculnya pola yang sama selama empat 
periode yang diamati. Lebih khusus dapat 
dilihat bahwa di beberapa daerah konflik, 
pencapaian efisiensi kebijakan fiskal rendah. 
Pada umumnya, wilayah-wilayah yang ter-
dapat konflik (NAD, Kalimantan Tengah, 
Maluku, dan Papua) inefisien dalam alokasi 
sumber daya. Semua variabel input di 
wilayah ini hanya mampu diberdayakan 
kurang dari 50 persen dari potensinya. Ada 
juga daerah yang konsisten inefisien pada 
satu variabel. Misalnya, D.I. Jogjakarta 
inefisien pada pemanfaatan dana DAU 
(kecuali tahun 2001). Jawa Barat dan Bali 
(kecuali 1999) konsisten inefisien pada 
pencapaian penerimaan retribusi. Meskipun 
demikian sumber inefisiensi antar daerah 
cukup bervariasi. Kondisi yang bervariasi 
antar daerah ini dapat dipetakan dalam 
gambar 2. 
Gambar 2 disusun berdasarkan keter-
kaitan antara kinerja kebijakan fiskal dengan 
kapasitas fiskal di wilayah propinsi. Secara 
umum, korelasi kinerja kebijakan dan kapas-
itas fiskal sebesar 69,14 persen. Artinya, 
kapasitas fiskal mampu menjelaskan kinerja 
sebesar  69,14 persen. Gambar 2 juga secara 
tidak langsung menunjukkan adanya kesen-
jangan fiskal antar daerah. Wilayah Jawa 
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dan Bali secara mencolok mengungguli 
wilayah lain Indonesia khususnya kawasan 
timur Indonesia. 
Di beberapa wilayah yang dikenal 
sebagai wilayah yang kaya akan sumber 
daya alam seperti Kalimantan Timur, Riau, 
dan NAD menunjukkan kapasitas fiskal dan 
kinerja kebijakan yang relatif rendah. Ini 
terjadi karena hasil kekayaan daerah tersebut 
sebagian besar dikelola pusat sehingga tidak 
terlihat mempengaruhi kemampuan fiskal 
daerah. 
Untuk itu diperlukan studi lebih lan-
jut yang akan menjawab “apakah daerah 
menikmati hasil kekayaan daerahnya?”. 
Pada periode pasca krisis menunjukkan 
wilayah pada posisi star adalah wilayah-
wilayah yang sektor basisnya adalah industri 
dan/atau jasa.   
 
Gambar 2. 
Kinerja Keuangan Daerah 
 
  
 
 
  Sleeper:  Star: 
  Sumut  DKI Jakarta 
Bengkulu  Jawa Timur 
Lampung  Jawa Tengah 
Jogjakarta Jawa Barat   
  NTB  Bali    
  NTT 
Kinerja   
 
(?) :  Dog: 
  Sumatera Utara NAD 
  Riau  Sumsel 
  Jambi  Kalimantan Barat   
  Kaltim  Kalimantan Tengah 
  Sulsel  Kalimantan Selatan 
  NTB  Sulawesi Utara 
    Sulawesi Tengah 
    Sulawesi Tenggara 
    Maluku 
    Papua 
 
  Kapasitas Fiskal 
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KESIMPULAN  
Dari uraian di atas dapat ditarik bebe-
rapa kesimpulan berikut. 
1. Kapasitas fiskal daerah di Indonesia 
sangat bervariasi bahkan cenderung 
menunjukkan adanya kesenjangan ka-
pasitas fiskal antar daerah. Pada periode 
1999-2002, wilayah yang mampu mem-
biayai belanja rutin bersumber dari 
PAD hanya Jawa Timur dan Bali. 
Kondisi ini cukup mengkhawatirkan se-
hingga diperlukan upaya lebih lanjut 
agar daerah mampu “membiayai” 
pengeluarannya. 
2. Dari perhitungan kinerja kebijakan fis-
kal menunjukkan adanya variasi bobot 
kinerja yang tinggi. Terdapat dua 
wilayah yang konsisten mencapai 
efisiensi tertinggi pada pungutan yakni 
DKI Jakarta dan Jawa Timur. Kedua 
daerah ini kemudian bisa menjadi refe-
rensi bagi daerah lain untuk peningka-
tan kinerja kebijakan fiskalnya. Kedua 
wilayah ini mampu mencapai efisiensi 
100 persen selama empat periode. 
3. Pada wilayah yang belum efisien 
memiliki sumber inefisiensi yang relatif 
beragam. Konsekuensinya, kebijakan 
untuk masing-masing daerah harus spe-
sifik dengan tetap membandingkan ter-
hadap perkembangan wilayah lain. 
4. Dengan mengaitkan kapasitas fiskal dan 
kinerja kebijakan terdapat empat kate-
gori daerah. Pertama, memiliki ka-
pasitas fiskal dan kinerja kebijakan 
yang tinggi. Kedua, kinerja yang baik 
namun kapasitas fiskal yang rendah. 
Ketiga, kinerja dan kapasitas fiskal se-
dang. Keempat, kinerja dan kapasitas 
fiskal sama-sama rendah.    
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